
BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVTNSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR y TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA Dl DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

bahwa uniuk mrlnksanakmi k< lentuan Pasa 105 PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ter tang Per^ur^Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa sebaga^ana telah diuboh dengan Peraturan PemerintahUmbL z h
daP PaSal 1 ayat (1) Peratur*n Kepala

13 TXn gadaan Barang/J^a Pemerintah Nomorƒ X bentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
perlu menet*P^ Peraturan Bupatitenrang Tata Caia Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

P

18 TahUn 1959 PenetapanUndang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran

UnT4 ^Publl\ Tahun 1956 Nomor 55) danUndang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956 (LembaranNegara Republ.k Indonesia Tabun 1956 Nomor 57) tentangPembentukan Oacmh H trrmasuk KotanSaLmgkungan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selai^ sebagai
RePuWik Indonesia Tahunindonesï

*êksssuk:«wsbteeg
jnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesial7^Un 20 Nomor 244J Tambahan Lembaran Negara Republik5587k seb^^a telah diublh beberapaolmbar^ N
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 201558^1mbnh ?CpubUk ^denesia Tahun 2015 Nomor

5679)
an Ne«ara Republik Indonesia Nomor

i



MEMUTUSkAN:

i< mpunyai uilayab kcrju Kecamatan di

6.

7.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasai 1

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAANBARANG/JASA DI DESA.

4. Peraturan Prmerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pc^ksanaan Uadang-Undang Nomor 6 Tahun2014 (cniang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123,1 >mbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) scbagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemcrintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemcrintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Penda patan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

6. Peraturan Merited Dahm Negeri Nomor 113 Tahun 2014
r tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Numor 2093);
7.Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang Pembentukan P-nduk Hukum Daerah (Berita Negara, Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemcrintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pcdoman Tata CaraPengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun2011 tentang Pembentukan Organisasi dan’ Tata KerjaPerangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran

‘Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 5)scbagaimana telah dr i bah dengan Peraturan DaerahKabupaten Lampung IJtma Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran, Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor 2).

Dalam Peraturan Bt^ati ini yang dimaksud dengan:1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung 1 Hara'5XXSJ.SK "" —3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;4. Camat adalah Pgrangkat Daerah yangKabupaten -Lampung Utarp-
5’ be^eX^tT^"77““ huh‘J” memiliki batas-batas wUayahoerwenang untuk mengatur dan mengurüs kepentingan masvarakat

"'bantU P'r8n8tat Desa —
J
I



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18. Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selaniutnva TPK

melaksanakan Pengadaan Barang/ j" sa' Kemasyarakatan Desa untuk

cara Swakelola maupun

atau perorangan yang

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,tugas dan kcwajiban untuk mcnyclcnggarakan rumah tangga Desanya danmelaksanakan tugas dan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
Keputusan

? Impala Desa adalah Kepuiusan yang ditetapkan oleh Kepala
Desa yang bersifat menetapkan dalam iangka melaksanakan Peraturan Desa
maupun Peratd'ran Kepala Desa;
Pemegang , Kekuasaan Pengclolaan Keuangan Desa sclanjutnya disebut
PKPKDes adalah Kcpala Desa yang karena jabatannya mempunyai
kewenengan mènyelenggarakan keseiuruhan pengclolaan keuangan Desa;
Keuangan Desa adalah semua hak dar> kewajiban Desa yang dapat dinilai
dcngan uang scrta scgala sesuatu berupa uang dan barang 5rang berhubungan
dengan pclaksanaan hak dan kewajiban I )csa;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalahrencana keuangan tahunan Pemerintah an Desa yang dibahas dan disetujuibersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yangditetapkan dengan Peraturan Desa;
Pelaksana Tcknis Pengclolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKDDesa yang ditunjuk nlnh Kepala Desa untuk melaksanakanPengclolaan Keuangan Desa;
Lembaga Kemasysrakatan Hess admnh lembaga yang dibentuk oleh

Barang/Jasa
melalui penyedia Barang/Jasa;
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usahamenyediakan Barang/Jasa;
Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekeriaannva~1 -din oleh

RAB II- MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
i Pasal 1;

bagi adalah untuk memberikan pedoman
dengan dana APBDes. k engadann Barang/Jasa yang dibiayai

Pasal 3

ddakukan “
Pengadaan Barang/Jasa.

ini adalah agar Pengadaan Barang/Jasayang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip

Pasal 4

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

dimLsudpadï^nfme^^^^ P-ogadaan Barang/Jasa sebagaimana

(1) Ruang Ungkup pengaturan taia cara i ' '

dalam Peraturan Bupati ini adalah Penaad .an "“K1"32" Jarang/Jasabersumber dari APBDes 8 Barang/Jasa yang pemblayaannya

I



(1)

(1)

(3)

tt

a. Pcngadaan Barang/Jasa melalui swakelola;- Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia Barang/Jasa' danc. pengawasan, pembayaran, pelaporan dan serah ter^a •

* Desa yarig pembiayaannya bersumber dan APBDes,Tah^ P^Xd»"/^ .PaSal 2 Peraturan Presiden Nomor 54
diubah brbrrsnn Irai-8* 1

Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana tclahdiubah beberapa kah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tS3 201“
BAB IIIP;RINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Prinsip-prinsipPengadaan Barang/Jasa

‘ Pasal .5

S Pen^r*1 pada P™sipnya dilakukan secara swakelola.
a. “nakan dengan cara:
b. cara gotong rqyorJnSS^n dan setempat;
c. memperluas kesempata^ ferja; d^ masyarakat setempat;

Pasal 6

"S=«-a w

SsS=SS2£^^s
Pasal 7. =as!=n Mail:

. "" k“.“xs

"S? ,r.™ «ïïe. gotong royongyaituper.™d^E“ldlriaamasyarakat; . P mengelola

f. SS’ta*4"™"'eh “Barakataengan Pengadaap Barang,Jasa <



Bagian Kedua
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasa! h

Para pihak yang terkdit dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi
etika sebagai berikut:
a, bertanggung jawab;
b. mcncegah kebocoran dan pemborosan keuangan Desa; serta
c. patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
PENGELOLAAN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Pengclola Kegiatan

Pasal d

(1) Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa dibentukTPK.
(2) TPK adalah tim yang ditetapkan oleh K< pala Desa dengan Keputusan Kepala

Desa,

(3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur PemerintahDesa dan Unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atausebutan lain pada Desa setempat .
(4) Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah KepalaUruaan Pembangunan atau Kepala Urusan lainnya yang memiliki kemampuandalam menjalankan tugas dan fungsinya.
(5’ Masvarakat D“a (LKMD) sebagaimana dimaksudpada ayat (3), adalah ketua I,embaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atausebutan lam secara hirarkis yang aktif dan memiliki kompetensi di bidangnya.
(6) TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:

a, Ketua berasal dari unsur Perangkat Desa;

'’’ïte^tóbutan'lS1 Umbafia Ketahanan Masyjirakat Desa (LKMD)

°’ bei”?1 dari unsur Perangkat Desa dan/atau dari unsurLembaga Keamanan Masyarakai Desa (LKMD) atau sebutan lain.
Seba8ai BnggOla TPK ha™ memenuhi persyaratan

a' disiplin **“ berm.rggung jawab dalam melaksanakan
b’ ^ti"m”engambil keputusan serta Wak P^h terUbat korupsi, kolusi dan
c. menandatangani fakta integriUs-

e.’ ±^11^ De’“ d“ Bendahara di Pemerintah Desa;tugas/peketjaannya1111 berkelomP°k dalam melaksanakan seüap
(8) Pemerintah Desa menyediakan honor kepada TPK

Pasal ó)

&udhSZl^a%TX^ UntUk 8etiap «eoagaimana- Ketua 'Rp. 250.000.- Sekretaris Rp. 225.000,-- Anggota. Rp. 185.000,-



(1)

(2)

(3)

JL Bagian Kedua
Rencana Pelaksanaan

Pasal 13
Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi;a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);b. jadwal pelaksanaan pekeijaar.

a.s? te,x!sia- dan kebutuhansederhana/skets^an ' P™bar rencana kerja
e. spesifikasi teknis.

* .. Bagian Kedua
Tugas dan Wcwcnang TPK

Pasal 1 1

(1) TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut;
a. mengumumkan rencana umum Pengadaan Barang/Jasa di Desa padatempat-tempat stratcgis;
b. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasarsetempat atau harga pasar terd kat dari Desa terscbut denganmemperhitungkan ongkos anpkut pengambilan atas Barang/Jasa yang a kandiadakan;
c. menetapkan,spesifikasi teknis Barang/ Ja^a;
d. khusus pekeijaan konstruksi meretapkan gambar rencana keriasederhana/sketsa;
e. menetapkan' pényedia Barang/Jasa;
f. membuat rancangan Surat Perjanjian;
g. menandatangani Surat Peijanjian;
h.menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan. melapojkan senlua kegiatan dan mcnyerahkan hasÜ Pengadaan Barang/Jasakepada Kepala Desa dengan disertai Benta Acara Serah Terima Penyetesaian

a vK-CIJHHH»

pelaksanaan tugas, TPK dapat menggunakan tenaga
Pegawai N,,Beri sip“ (PNS' atau swasta sesuai

ikatan perianjian atau menandatangani suratpeijanjian dengan Penyedia Barang/Jasa apabila:a. belum tersedia anggaran,; dan
b. melebihi pagu kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes.

BAB V
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA

, m Bagian Kesatu
L>.' Ketentuan Umum Swakelola

Pasal 12.



-

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

4

(6)

(7)

;ii Pagian Ketiga
Pelaksanaan Swakelola

* Pasal 1 4

Untuk mendukung kegiatan Swakelola, pengndaan Barang/Jasa yang tidak
dapat disediakan dengan cara Swadaya, dapat dilakukan oleh Penyedia
Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK.
Tata cara Pengadaan Barang/Jasa. dalam rangka mendukung kegiatan
Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada BAB VI
ketentuan Peraturan Bupati ini.
Khusus untuk pekerjaan kon&truksi, TPK
a. menunjuk satu orang anggota sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaanpekenaan yang dianggap mampu atau mengetahui tekniskegiatan /pekerjaan;
b. dapat dibantu bleh personil yang ditunjuk dan dinas teknis terkait; danc. dapat dibantu oleh pekerja (tukang atau mandor)Khusus pekeijaan konstruksi bangunan. pembuatan atau peningkatan jalan dimendukung krlancaran pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa

TPK pencairan dana kepadaPKPKDes terbagi tiga tahap yaitu :
a. tahap pertarna senilai 50% (lima puluh perseratus) merupakan uang dimukadan mlai pekeqaan untuk membiayai pevsiapan pelaksanaan kegiatan;b. tahap kedua

(
senilai 40% (empat puluh perseratus) setelah TPKinempertangg^ngawabkan 100% (seratus perseratus) dari nilai uang dimukayang telah dip^rgunakan; dan

c. tahap ketiga senilai 10% (sepuluh perseratus) setelah TPK
W0% (seratUS ^ratus) dari nilai uang yangdimmta pada tahap kedua yang telah dipergunakan; dan

d’ dianggap sah setelah ada persetujuan dari Sekretaris Desaselaku Koordinator PTPKD.
kernaJuan semua kegiatan pekeijaan yang meniadiJawabnya’ selanjutnya dievaluasi setiap minggu dan membuatkan

TPK wajib mempertanggungjawabkan realisasi kcuangan dan realisasi fisikpeke^aan yang meniadi kewajibannya.
g realisasi fisik

Spala^Lse^ haSÜ ^n/ kegiatan kepada

BAB VI
/ KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JABA ‘

MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA
Bagian Kesatu

Ketentuan Umum
Pasal 1.r

£uÏÏ„aSn melaly‘, Barang/Jasa dimaksudkan untuk

^^aiter™'^np,ndang P’nyedii harus memlliki kriteria



1. Dalam perenpanaan pengadaan Barang/ lasa TPK harus mcmpertimbangkan:
a. kondisi/keadaan yang sebenamya dd»>kasi/lapangan;
b. kcpentingan masyarakat. setempat;
C. jenis, sifat ^an nilai Barang/Jasa serta jumlah penyedia Barang/Jasa

yang ada; dan
d. kebutuhan barang/bahan.

2. TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan harga satuan KabupatenLampung Utara atau data harga pasar setempat atau harga pasar
terdekat dari Desa tersebut dengan memperhitungkan ongkos angkut
pengambilan atas Barang/Jasa yang akan diadakan;

b. spesifikasi teknis Barang/Jasa; dan
c. khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana.

Bagian K tiga
Pelaksanaan

Pasal i 7

b. untuk pekeijaan konstruksi, marnpu menyediakan tenaga ahli atauperalatan yang dipcrlukan dalam pelaksanaan pekeijaan; dan
c. MemilikiNontorPökokWajib Pajak (NPWP).

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 10

(1) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa meliputi-
a. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah);
b. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); danc. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratusjuta rupiah).

Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a adalah sebagai berikut: 1 1

a. melakukan Ipembelian langsung ates Barang/Jasa kepada 1 (satu) penyediaaarang/Jasa^ r J

b dilakukan tanpa melaknkan permintaan penawaran sccara
C’ ) secara langsung ditempat kepadapenyt.dia Barang/Jasa dan dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi;
d. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, fakturpembelian atau kwitansi untuk dan atas nama TPK.

diatas Rp.SO.000.000,00hit^rf^ï£>JUtk ?,ah' sampai dengan nilai Rp.200.000.000,00 (dua ratusbSkSf ’ d^aksud pada ayat (1) huruf b adalS^eSS
“■ melakukan pengadaan langsung atau penunjukanlangsung atas Barang/Jasa kepada 1 (satu) penyedia Barang/Ja£; J



c*
b. tim Pengelola Kegiatan rr.elakukan petmintaan penawaran secara tertulis daripenyedia Barang/Jasa dengan di'ampiri daftar Barang/Jasa (rincianBarang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan);
c. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisikan

daftar Barang/Jasa (rincian Barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan,
volume dan satuan) dan harga;

d. tim Pengelola Kegiatan melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan
penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah;

e. penyedia Barang/Jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur
pembelian, kwitansi untuk dan atas nama TPK;

f. tim Pengelola Kegiatan mengumumkan data pekerjaan dan penyedia
Barang/Jasa terpilih di papan pengumuman Kantor Desa dan tempat
strategis lainnya di Desa sekurang-kurangnya terdiri dari:
1. nama barang atau pekerjaan yang diadakan;
2. nama dan alamat penyedia Barang/ Jasa,
3. harga akhir has:l negosiasi (tawar menawar);
4. jangka waktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan5. tanggal diumumkah.

(4) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) huruf c adalah
sebagai berikut :
a. mengundang dan meminta 2 (dua) penawaran secara tertulis dari 2 (dua)

penyedia Barang/Jasa yang berbeda dilampiri dengan daftar Barang/Jasa
(rincian1 Barang/Jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan)
dan spesiflkasi teknis Barang/Jasa;

b. penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran secara tertulis yang
berisi daftar Barang/Jasa (rincian Barang/Jasa atau ruang lingkup
pekerjaan, volume dan satuan) dan harga;

c. mcniku pemenuhan spesiflkasi teknis Barang/Jasa terhadap kedua
penyedia Barang/Jasa yang memasukkan penawaran;

d. apabila spesiflkasi teknis Barang/Jasa yang ditawarkan.
1. dipenuhi oleh kedua penyedia Barang/Jasa maka dilanjutkan dengan

proses negosiasi secara bersamaan;
2. apabila dipenuhi oleh salah satu penyedia Barang/Jasa maks TPK

tetap melanjutkan negosiasi kepada penyedia Barang/Jasa yangdapat memenuhi spesiflkasi teknis tersebut; dan
3. jika tidak dipenuhinya oleh kedua penyedia Barang/Jasa maka TPKmcmbatalkan proses pengadaan.

c. apabila spesiflkasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 3tidak terpenuhi, maka TPK melaksanakan kembali proses pengadnapsebagaimana dimaksud pada huruf a kepada penyedia Barang/Jasayang lain;
f. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) untuk memperoleh hargayang lebih murah di antara kedim penyedia Barang/Jasa tetapi tidakmengurangi jumlah dan kualitas Barang/Jasa yang diadakan serta tidak

memperpanjang masa penyerahan barang atau penyelesaian pckenaan dandituangkan kc dalam berita acara hm-tl negosiasi;
g. Ketua TPK dan penyedia Barang/Jasa menandatangani surat peijanjianyang berisi sekurang- kurangnya:

1. tanggahdan tempat dibnatnya sur^t peijanjian;
2. para pïh'ak;
3. ruang lingkup pckeijaan;
4. nilai pckeijaan;
5. hak dan kewajiban para pihak;
6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
7. ketentudn keadaan kahar;
8. sankoi termasuk denda keterlambatan; dan9. tata cara pembayaran.



(1)

(2)

(3)

(4)

*
(1) Barang/Jasa didasarkan pada harga satuan Barang/Jasa

(2)

Pasa] 20

(1)

(2)

' ia

Harga satuan
Kabupaten.
Harga satuan

Bagian Keempat
Perubahan Ruang Lingkup Pekerjaan

Pasal 1*

h. pihak penyedia Barang/Jasa yang berwenang menandatangi Surat Perjanjian
sebagaimana dimaksud para huruf g adalah pemilik toko, pemilik usaha
dagang, direksi atau pihak lain yang bukan direksi atau yang namanya tidak
disebutkari dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sepanjang pihak tersebut
pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan
mcndapat kuasa atau pendelcgasian wwenang yang sah dari direksi atau
pihak yang sah berdasarkan Akta Pendinan/Anggaran Dasar;

i. TPK mengumumkan data barang/pekerjaan dan penyedia Barang/Jasa
terpilih dip.apan pengumuman Kantor Desa dan papan/ tempat strategis
sekurang-kurangnya mencan tumkan:
1. nama barangatau pekerjaan yang diada kan;
2. nama dan alamat penyedia Barang/Jasa;
3. harga hasil négosiasi;
4. jangka w^ktu penyerahan barang atau pelaksanaan pekerjaan; dan
5. tanggal diurnumkan.

Bagian Kei' ma
Penentuan Harga Satuan

PasaJ 1»»

Bagian. Keenam
Pembayaran Prestasi Kerja

Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia
Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang lingkup pekerjaan yang
meliputi:
a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
b. mengurangi jenis pekerjaan;
c. mengubah spesifikasi teknis; atau
d. melaksanakan pekeijaan tambah.
Untuk perubahan ruang Lingkup pekerjaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c dan huruf d, Penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis
kepada TPK. %

TPK melakukan négosiasi (tawar-menawaïj dengan Penyedia Barang/Jasa untuk
memperoleh harga yang iebih murah
Unhik nÜai Pengadaan barang/jasa di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus jutarupiah) dilakukan adendum surat perjanjian yang memuat perubahan ruanglingkup dan total nilai pekerjaan vang disepakati,

v1

Fembayeu-an atas prestasi pekerjaan d-h. rikan kepada penvedia barane/iasasetelahpekenaanselesaiscs.taiketentuanoe.janjtan oarang/jasa

dimaksud pada ayat (1)kepada penyedia Barang/Jas? setelah TPK melakukan pemeriksaan
A':ara Barang/dasadan^^

... . , B^^g/Jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahstandansasr harga Barang/Jasa yang telah ditetapkan oleh Bupati Lampung



(3)

(4)

(5)

(6)

' Ö

J (1)

(2)

Bagian Ketujuh
Force Majeure

Pasal 21

Bagian Kedclapan
Pemutusan Surat Perjanjian

Pasal 22

TPK secara sepihak dalam melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila:
a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekcrjaan akibat kesalahan penyedia

Barang/Jasa sudah melampaui 14 hari kalender;
b. penyedia Barang/Jasa lalai/cidcra janji dalam mclaksanakan kcwajibannya dan

tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh
TPK; dan

c. apabila penyedia Barang/Jasn terbukü melakukan korupsi, koluai, nepotisme,
keeurangan atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang d’putuskan oleh
instansi yang berwenang.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 23

(1) Keadaan Force Majeure merupakan salah satu kcadaan yang terjadi di luar
kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga
kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat
dipenuhi.

(2) Yang dapat digolongkan sebagai keadaan Force Majeure dalam Surat Perjanjian
Pengadaan Barang/Jasa di Desa meliputi:
a. bencana alam;
b. bencana sosial;
c. kebakaran; atau
d. sebab-sebab lain karena ketentuan pen mdang-undangan.

Dalam hal terjadi keadaan Force Majeure, penyedia Barang/Jasa
memberitahukan tentang terjadinya keadaan Force Majeure kepada TPK secara
tertulis dalam waktu paling 'ambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya
keadaan Force Majeure dengan mcnyertakan salinan asli pemyataan Keadaan
Force Majeure y^ng dikeluarkan oleh pihak/ instansi yang berwenang sesuai
ketentuan Perati^an perundang-undangan yang berlaku.
Hal-hal merugikan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang disebabkan oleh
perbuatan atau .^celalaian pihak penyedia barang tidak termasuk Kategori
keadaan Force Majeure.
Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan vang diakibatkan terjadinya keadaan
Force Majeure tidak dikenakan sankni.
Sctelah terjadinya kcadaan Farce Map ure, para pihak dapat melakukan
kesepakatan kembali dan selanjutnya iitungkan dalam perubahan Surat
Perjanjian Kerja.

Apabila tcijadi perselisihan antara TPK dan penyedia Barang/Jasa, makaterlebih dahulu diselesaikan melalui musyawamh untuk mufakat yang dipimpinlangsung oleh Kepala Desa selaku PKPKDes.
Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktcrcapai kata mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melaluipengadilan. 4



Bagian Kesepuluh
Serah Tcrima Pekerjaan

Pasal 24

(1) TPK menerima peryerahan pckcrja&n setelah seluruh hasil pekeijaan
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Surat Perjanjian.

(2) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekeijaan, TPK melaporkan secara
tertulis kepada^ Kepala Desa selaku PKPKDes untuk mclakukan pcnundaan
pcncairan da^> mcmerintahkan kepada penyedia Barang/Jasa untuk
memperbaiki atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang
disyaratkan di dalam Surat Perjanjian.

(3) Penyedia Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan pembayaran secara
tertulis kepada PKPKDes mclalui TPK setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
per seratus) dengan dilampiri Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekeijaan dan
Berita Acara Serah Terima Hasil Pekeijaan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN SANKSÏ

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 25

(1) Kepala Desa w^jib mclakukan pengendalian Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
(2) Inspektorat Kabupaten sebagai Aparat Pengawas Intern Pemcrintah (APIP) wajib

mclakukan pengawasan terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
(3) Setiap pengaduan tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa wajib

ditindaklanjuti oleh Inspektorat.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 2^

(1) Penyedia Barang/Jasa dapaf diberikan snoksi jika terbukti mclakukan dengan
sengaja perbuatan atau tindakan sebagai Imkut:
a. berusaha mempengaruhi TPK atau nihak lain yang berwenang dalam

bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna
memenuhi keingjnannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur
yang telah ' ditetapkan dalam Dolrumcn Perjanjian Keija atau ketentuan
peraturan perundang-udangan yang berlaku;

b, mclakukan. persekongkolan dengan penyedia Barang/Jasa lain untuk
mengatur Harga Penawaran di luar prosedur pclaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat, memperkeeil atau
memadakan persaingan yang schat atau mcrugikan orang lain;

c. membuat, tnenyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar
untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa;

d. mengundurkan diri dan pelaksanaan Perjanjian Keija dengan alasan
yang tidak.dapat diperLanggungiawxbkan atau tidak dapat diterima oleh
TPK; atau

e. tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai dengan Surat Peijanjian

(2) Perbuatan scbp.gainiana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
a. sanksi administratif, berupa peringarnn /teguren tertulis;
b. gugatan secara perdata; atau
C. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.1.

1



T (3) Tindakan sefcagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c,Ata dllakukan scsuai dcngan kctcntuar Peraturan Pcrundang-uridangan yang
berlaku.

(4) Apabila ditemukan penipuan/pemaisuan atas informasi yang disampaikanM Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pcmbatalan sebagai calon pemenang,
(5) Apabila terjadi pelanggaran atau kernrangan dalam proses Pengadaan

Barang/Jasa, maka TPK:
B| a. dikenakan sanksi administrasi;

b. dituntut ganti rugi ; atau
c. dilaporkan secara pidana.

(6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupateguran/ pcringatan tcrt.ulis dan apabila terjadi pelanggaran atau keeuranganyang ddakukan dengan sengaja oleh anggota TPK dalam proses PengadaanHP Barang/Jasa di Desa, maka dapnt diberhentikan sebagai anggota TPK.

M Pasal 27

KT Apabila penyedia jasa konsultan perencana (tenaga ahli) tidak oermat dalampcrencanaan Pengadaan Barang/Jasa sehingga mepgakibatkan kerugianM terhadap pemepir^tah Desa atas beban biaya APBDes dikenakan. sanksi berupa
K* u, keharusan menyusün kembali perencanaan dcngan beban biaya dari penyedia jasakonsultan yang bersangkutan atau dituntul dengan ganti rug! sesuai penaniian
K? keijayang telah disepakati bersarna

B BAB VIIIHI KETENTUAN LA N LAIN

Hh| Pusal
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatu- dalam Pcraturan Bupati mi tidaktermasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

B Pasai 29

jtab Peraturan Bupati irii mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
mengetahuinya, menwrintahkan Pengundangon Peraturan: Bupati inl dengan -penempatannya dalam Benm Daerah Kabupaten Lampung Utara.

- Ditetapkan di Kotabumi
M P«da langgal 2016
" BUPATI LAMPUNG UTARA,

s
£ AGUNG/LMU mangkunegara

Diundangkan di Kotabumi '
pada tanggal y % 2016

4 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENLAMPJg^^TARA,
i

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNU, UTA>V TAHUN 2016 NOMOR 1^



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR ; lp TAHUN 2016
TANGGAL : . 2016
TENTANG : TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA Dl DESA

PAFTAR CONTOH FORMAT PENGADAAN BARANG/JASA Dl DESA

NO , CONTOH FORMAT JENIS
FORMAT1

2
SK TPK b

r

Surat Permintaan Penawaran
Form_PBJD.A

_Form„PBJD.B3 Surat Penawaran Harga ’

Form PBJD.C4 Form^PBJD.D
_ Form^PBJD.E

5
6
7
8
9

10
11
12
13

Surat Undangan Klanfikasi dan Nejgosias»
_Tabel Klarifikasi dan Negosia si ' ~ '

Berita Acara^Klarifikasi dan Negosiasi
^arat Persetxyuan Penawan n " — "

Surat Peijanjian Kerjasama ’ - . . - _
_Surat Penyerahan Hasil~Peker[aan_

Form_PBJD.F
Form_PBJD.G
Form^PBJD.H
Form^PBJD.I
Form^PBJD.Jpenta Acara Pemeriksaan Hasil Pekeriaari

Berita AcararPembayaran
Bcnta Acara Penerimaan Hasil Pekenaan

Form PBJD.K
Form_PBJD.L
Form^PBJD.M
Form_PBJD.N
Form_PBJD.O

14
15
16

baporan Pelaksanaan Pekerjaan
Berita Acara Serah Terima Hasil PekeriaanSurat Peaanan '

17 Surat Kesanggupan Kerja Form_PBJD,P
Form_PBJD.Q18

Pesanan
cnerirnaan Hasu Fexerjaan berdasarkan Surat

. 1 ten... .te. -te—.. _ _ FormJPBJD.R



L * — »**• I

Dl DESA |nama Desa]

Menimbang a.

b.

Mengingat
* b.

c.

d.

f.

g- ... Ntun, >r

MEMUTUSKAN:

[nama Desa], sebagat

.dst
KEDUA

- 2.

b.

KETIGA

.<

Tahun 2015 Nomor
... tentang APBDes

Menetapkan
KESATU

Ketua
Sekretaris
Anggota

Peraturan Desa
DsL

Mengangkat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di Desa.
< berikut :

c.
d.

bahwa Pengadaan Harang/Jasa di Desa yang efisien, efektif, transparan. pemberdayaantnasyarakat, gotong-royong dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan
L barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan' '* pelayanan publik;

bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Desa sebagatmana ditnaksud dalam
' huruf a, perhi ditetapkan Tim Pengelola Kegiatan (TPK);bahwa yang namanya tercantuin dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhiWarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Di

«ai [nama Desa].
^Jndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
‘Peraturan Pemerintah Nomor 43 7«hun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah di'tbah dengan PeraturanTemenntah Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 bihun 2014 tentang Dana Desa vang Bersumberdart Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Peraturan Menteri Dalam Negeri No-nnr ;7 Tahun 2007 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Desa;

^8“ dan kewenangannya, TPK bertanggungjawab kepadaAn^ran ^88““ AngganuvKuasa Pengguna

1. ContohFonnat SK TPK
1 - CONTOH SURAT KEPUTUSA N KEPALA DESA

TENTANG TIM PENGELOI A KEGIATAN
KOP DESA

KEPXj1USAN KEPALA [Nama Desa]
NOMOk : TAHtiN20....

TENTANC •
PENGANGKATAN TIM PENGEl ('IA KEGIATAN (TPK)

Pcrntunm Kcpala Ixinbiga Kcbijal ab -nuadaan Bnrang/JasaPeraturan Bupati lampiing Utara Nomor ..Tahun 2016 tentang Pedomw Tata CaraPengadaan Barang/Jasa di Desa (Lm haran Daerah

: Tu^spokok dan kewenangan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah sebagai berikut:' Menyusun rencanapelaksanaan swakelola meltputi:a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
b. rencana penggunaan tnnag;< kebutuhan bahan. dan peralatan;c. gambar rencana kerja (untuk peketjaan konstruksi);d spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
e. perktraan binya ( Rencann Anggaran Biaya/ RAB), i

Menyusun rencana pel-tksai>ax.n Pengadaan Barang/jasa meliputi :a. rencana anggaran biaya (RAB) berdasarfcan Keputusan Bupati dan atau databarga pasar setumpat atau harga pasar terdekat dari desa teriebut;dalam pcnyusunun RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkospengambiiar. atas Barang/Jasa yang diadakan:
spesifikasi teknis Barang/Jasa (apabila diperlukan); dimkhesus untuk pekerjaan konstruksi, disertai gambar rencana kerja (apabiladiperlukan). J



' KEEMPAT

KELIMA

20.
£

KEFALA DESA. [namaDesa]

Tembusan kepada:

• 11

I

•>è

4.
5.

Ditetapkan di
pada tanggal..

1.
2.

Yth. Bupati ;
Yth. Camat
Yth. BPD Desa.
Yangbersangkutan;
Arsip.

J , Biaya yang timbu) dalam peiaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yangsesuai berdasarkan APBDes Ii.ama Desa] TA [diisi Tahun Anggaran].
Keputusan ini mutai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apobila -dikeimidian hari
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana
atiestinya.



«. Contoh Format Surat Permintaar. Penawaran
| Form PBJd.b I

DESA
TIM PENGELOLA . '

KEGIATAN........ KECAMATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARAJalan Nomnr Telepon

Nomor
Sifat : Penting
Lampiran : —Perihal ; Permintaan Penawaran

Pengadaan Barang ƒJasa

*). 2016
Kepada Yth.
Direktur/Pimpinan/Pemilik

di-

1. adiah :
2. Daftar Barang/Jasa:

mdak^X^^ dan “a
menggjukan Surat Penawaran tersebut, diminta segera

Kegiatan' Des«en“‘ Xetua Tim Pengelola“’SXi: ^bupaten/Kota

6.000,00 aiJm dlbutl r°n^kaD 3 (Oga) asli bermaterai Rp.
tanggal ^,s sudah kam. taring

2. Surat Penawaran dilampiri •

J; — Paiak,

"°™ dan

Kami^ampaümn™^^^^^ Ini

MENGETAHU1KEPALA desa<...’...... •

TIM PENGELOLA KEGIATAN
, DESA

KETUa ’

*) : Diisi Kama. Desa



I ,3. Contoh Surat Penawaran Harga

2016.

di

1

’è

Direktur/ Pimpinan / Pemilik

9 : Diisi Kama Kabv paten/ Kota Alamat Penyraia Baranq/Jasa

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Kepada
Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan

Desa
: Peiiting -
: 1 (satu) berkas
: Penawaran Harga

*
KOP PENYEDIA BARANG/JASA

Menanggapi surat Saudar - langgal 2016.Nomor: perihal Permintaan Penawaran PengadaanBarang/Jasa, maka hersama mi kami mengajukan penawaran hargauntuk mclaksanakan pekerjaan h'rsebut.
Adapun harga penawaran yang kami ajukan adalah sebesar

(■■■•; - Rupiah)aengan nncian sebagaimana terlampir.
Sesuai dengan persyaratan yang diminta, bersama ini Kamilampirkan:

. Daftar rmcian penawaran harga Barang/Jasa tcrmasuk pajak, beamaterai dan jasa penggandaan;
2. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); dan3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)._ ^emikian Surat Penawaran Harga ini Kami sampaikan untukmenjac$. bahan pertimbangan dan atas keijasamanya disampaikantenma kasih.

I
I
1
I
I
I



n.rektur/Pimpinan/Pemilik

•; ; Diisi Nama Kabupat^Kota Alamat Penyedia Barang/Jasa

J



a uonton Surat Undangan Klarifikasi dan Negnsiasi * “

* TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA X KECAMATAN KABUPATEN/KOTA— Nomor Telepon

*) 2016.
Kepada Yth,

Penting , Direktur/Pimpinan /Pemilik

Menindaklanjuti surat Saudara tanggal
2016 Nomor : pt'nhal Penawaran Herga, bersama inikarru sampaikan hal-hal sebagai herikut :
2. Setelah menerima clan mempelajari isi surat penawaran hargaSaudara, pada prinsipnya Kami tidak keberatan, tetapiberdasarkan haiga penawaran yang Saudara ajukan Kami perlu

mèlakukan klarifikasi dan negosiasi harga terhadap penawaran
Saudara tersebut;

3. Untuk keperluan dimaksud Kami mengharapkan kehadiranSaudara besok pada :
Hari
Tanggal
Jam-
Tempat
Acaraii

Td

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannyadisainpaikan tenma kasih.

MENGETAHUI
DESA ;

t

*) : Diisi Nama Desa
1 *
I
i .t
i
I

*ft
I
I
I

NomorR Sifat
’ Lampiran

|| Perihal

r-
i
i
r
i
i
i

• I

I KEP

I

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA ,

KETUA



Forxn PBJD.F6. Contoh Format Negosiasi

.TABEL NEGOS) ASI BARG BARANG/JASA

Hn

$

(RP !
I

)

Harga
Negosiasi

(Kp)
Keterangan

Diterima/Tidak
Diterima

(Berdasarkan
pertimbangan spesifikasi

dan harga)

No Uraian
Pekerjaan Spesifikasi

Memenuhl/
tidak memenuhi persyaratan



N
S

i rurmriwD.G
7. Contoh Berita^Acara Klariiïkasi dan Negosiasi

BERITA ACARA KLARJFIKASï DAN NEGOSIASI HARGA
Nomor .

Pekeijaan :

yang

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua
Ribu ;•••*ƒ• pada Pukul WIB dcngan mengambil
tempat di ..... Kami yam hertandatangan di bawah ini telahmelakukan klariiïkasi dan negosiasi harga atas pekeijaan

Rapat diptópin oleh Ketua Tim Pengtlola Kegiatan DesaKecamatan ..... Kabupmcn/Kota dengan pihakPenyedia Barang/Jasa dan
saat Warifikasi dan negosiasi harga, pihak Penyedia Barang/Jasayang dihadin oleh menyatakan hal -hal sebagai berikut :1. Bahwa pihakƒ,Penyedia Barang/Jasa dan menyatakan

^^tjaan161^™™3 sernua surat yang berkaitan dengan proses
2. Bahwa pihak Penyedia Barang/Jasa dari menyambut baik danmengucapkan tenma kasih atas kepen ayaan yang telah diberikan selamaini dan semoga keijasama yang telah beijalan dapat dilanjutkan._ Pengajuan penawaran untuk melaksanakan pekeijaantersebut disampaikan hal-hal sebagai berikuta. Besarnya jumlah penawaran harga yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa

adalah sebesar Pp
L”" : & Rupiahi termasuk beban pajak dan beamaterai.

b' iXSS&T" JUn’lah penf”''aran dapa' dilihat dalam ‘^an
& d‘1^kU^ .'“beraP» pembicaraan baik menyangkut negosiasi sertamhTP v^^3' maka kcdua belah pihak a«ara bersama-sama telahBarangAJX atas penawaran yang diajukan Penyedia

sebesar Rp
sebesar Rp ( RuP^) menjadi
beban pajak dan bea materai yang harjs dibayar Penyedia B^’g/jS’Siri

Peny=dia Barang/Jasa dari
baru sesuai ha.ll kesepakatan ini dengan rincian sebagai bXtt
No

1

Jenis Barang/Jasa
Harga

Volume 1 Satuan SatuanX -JRrL
Harga
(Rp)

.1 T»

1

1 ö "K -

i
! t

.

TT, — Rupiah )



•d. Kesepakatan lain yang dihasilkan pada saat klarifikasi dan negosiasi harga
adalah bahwa masing-masing pïhak bcrsepakat untuk menuangkan proses
kcijasama ini dalam bentfik Surat Perjnnjian Keriasama' yang akan dibuat
setelah proses klarifikasi dan negosiasi harga disepakati dan citandatangani
oleh kedua belah pihak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing
barmaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1

*) :....2O16
TIM PENGELOLA KEGIATAN

DIREKTUR/WM&NAN/PEMILIK DESA
KETUA

MENGETAHUI
KEPALA DESA

*) ; Diisi Nama Desa



it; A' UU1AU

p' ƒ 8. Contoh Surat Persetujuan Penawaran

TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA ..

Jalan
KECAMATAN KABUPATEN/KOTA

Nomor Telepon

2016
Nomor :
Sifat : Ponting
Lampiran : 1 (satu) bondol
Porthal : Pcrsctuiuan Penawaran

Kepada Yth.
Direktur /Pimpinan / Pomilik

Berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga
Nomor: ... tanggal 2016, maka pada
prinsipnya Kami tidak keberatan dan dapat menertma dengan
penawaran harga yang telah disepakati sebesar ' Rp

Rupiah).
Sehubungan hal tersebut. diminta kehadiran Saudara besok

pada :
Hari „ :
Tanggal *:
Jam , p :
Tempat V":
Acara “: Penandatanganan Si n at Perjanjian Kerjasama

( Adapun konsep Surat. Perjanjian Keijasama sebagaimana
terlampir.*

Demikian untuk meniadikan perhatian dan atas kehadirannya
aisampaikan terima kasih.

MENGETAHUI
KEPALA DESA r

TIM PENGELOLA KEGIATAN ;
DESA

KETUA

7 • Diisï Nama Desa



9. Contoh Surat surat peijanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN FERJASAMA
NOMOR :

Fonn_PBJD.I

I
r
i
i

1

Pada hari ini Tanggal Bulan Tabun Dua Ribu
lima belas bertempat di kami yang bertandatangan
dibawah ini :
I. Nama : .

Jabatan : Ketüa Tim Pengekda Kegiatan Desa Kecamatan
Kabupaten/Kot.a

Alamat : Jalan Nornor
Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA

II Nama
Jabatan : Direktur/Pimpinan/r’emilik .
Alamat : ..'.C
Selanjutnya di^ebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA unmk selanjutnya, disebut PARA PIHAK.

u Bahwa PARA.- PIHAK t.elah sepakat dan setuju untuk mengadakan peijanjian,
dengan ketentuan sebagai beriku^ :

w Pasal 1
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

• Ruang lingkup pekerjaan dalam peijanjian ini adalah

Pasal ?
NILAI PEKERJAAN

Lr

j ..’T
Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Nilai pekerjaan yang disepakati untuk peny» h‘saian pekeriaan cialam perjanjian iniadalah sebesar Rp ( Rupiah)
termasuk pajak dan bea materai. P

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima basil pekerjaan tepat pada waktunya.(2) PIHAK PERTAMA berkcwajiban membayar biaya penyelesaian pekerjaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
(3) PIHAK KEDUA berhak atas pembayRran untuk penyelesaian pekerjaansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. h j

(4) PIHAK KEDUA berkcwajiban menyerahkan hasil pekerjaan tepat pada waktunya,

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu Untuk rpenyelesaikan pekerjaan adalah ( ) harikerja mulai tanggal 2016 sampai dengan tanggal 2016sehmgga pekerjaan harus selesai dan diserahkan pada tanggal 2016
Pasal 5

FORCE MAJEURE
(1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di
(21 Apïtt^ ™AK tidak diperhitungkan sebel^nnya.( ) Apab11^ tepadi keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1)maka PARA PIHAK terbebas dan kewajiban vang harus dilaksanakan

7 ( ’



9. Contoh Surat surat pezjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KER.IASAMA
NOMOR :

Form PBJU.I

I
I
I
I
I
I
c
I
I
I
I

V
Pada hari'im Tanggal Bulan Tahun Dua Ribuhma belas bertempat di kami yang bertandatangandibawah mi : < &

I. Nam. :
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegialan Desa KecamatanKabupaten/Kota
Alamat : Jalan NornorSelanjunya disebut PIHAK PERTAMAII Nama : J*
Jabatan : Direktur/Pimpinar./Pemilik
Alamat : '

Selanjutnya disebut PIHAK KEDl J A

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA unruk selanjutnya, disebut PARA PIHAK.

dan UntUk ^ngadakan petjanjian,

I J
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian ini adalah

./■ Pasal '2
NILAI PEKER FAAN

T'"-!,aian P^jian
termasuk pajak dan bea materai. Rupiah)

) hari
2016

2016.

Pasai 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

-n.velesa.kan pekenaan ada!ah
-hinggapekeoaanhams'seïesa.da2r?^“ïï:‘

.
Pasal 5

FORCE MAJEURE
W

keadaan yang ^adi di(2) Apabila ted?d“ eXn
maka PARA PIHAK terbebas dan keiapban^^^^^^^^^ (1,

Pasal 3
HAK DAN KEVVAJIBAN

(2)S “Pat Pada WaktU^a-
sebagaimana dimaksud dala^ Pasal 2 pekerjaan

^na^XamPasS!2’ba’'f’ran UntUk Pekerjaan
) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan basil peketjaan tepat pada waktunya.



rasaj o
SANKSI

Apabüa penyelesaian pekerjaan melebihi batas waktu yang disepakati makaPIHAK KEDUA dikenakan sanksi bergpa: ,
1. sanksi administratif, berupa perngatan/tcguran tertulis;
2. membayar denda scbesar % dari nilai pckeijaan dengan nominalscbesar RP ; i( Rupiah);
3. gugatan secara perdata; dan/atau
4. pelaporan secara‘pidana kepada pihak yang berwenang.

Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

Peijanjian ini dibuat rangkap 5 (lima) dua diantaranya bermaterai cukun danmempunyax kekuatan hukum yang sama unmk dip^rtan^Xab^fest^peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Perranggungjawabkan sesuai

PIHAK KEDUA
DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK

*)> 2016
PIHAK PERTAMA

KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA

>

MENGETAIIUI
KEPALA DESA

: Düsi Nama Desa



Form PBJD.J
10. Contoh Surat Pwiyerahan Hasil Pekcijaan

KOP PENYEDIA BARANG/JASA

2016.

di-

*) . Diisi Nama Kabupaten/ Kota Alamat Penteerna Barang/Jasa

*

: Penting
: 1 (satu) berkas
: Penverahan Hagj! Pekerjaan

Kepada
Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan

Desa

Nomor
Sifat
Lampiran
Prihal

*), 2016
Direktur/Pimpinan/Pemilik

Berdasarkan Surat Peqaniian Kerjasama Nomor ;
tanggal x mak i perlu Kami sampaikan bahwa
pekeijaan ; telah selesai dan Hengan ini Kami
kirimkan hasil pelaksanaan pekerjaan untuk
ditèliti apakah sudah sesuai dengan spesifikasi tcknis atau belum.

Demikian untuk menjadikan periksa dan ata? kerjasamanya
disairipaikan terima kasih.



11. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Basil Pekerjaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BASIL PEKERJAAN
Nomor :

Pekerjaan :

Pada hari Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
Lima Belas pada* Pukul WIB bcrtempat di
kami yang bertandatangan di bawah ini sccara bersama-sama telah melakukan
pemeriksaan atas pekerjaan yang telah dikeijakan Penyedia Barang/Jasa

Peme-iksaan hasil pekeijaan dipimoin oleh Ketua Tim Pengelola KegiatanD®8* *• Kecamatan K^bupaten /Kota denganpihak Penyedia Barang/Jasa dari Pada saatpemeriksaan hasil pekerjaan pihak Penyedia Barang/Jasa dihadiri oleh
• ; > dengan hasil sebaga; berikut :LBahwa Tim Pengelola Kegiatan Dcsa Kecamatan

i’T menyatakan lelah menerima hasil pekeijaan yangtelah diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa dari
^aan yang

Bersarna'
dan telah SeSUai den8an ?ang disepakati

dua diantaranya
untuk. t, urciupunydi KCKuatan nukum yang samadipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima )bermatcrai cukup. dan mempunyai kekuatan hokum —
2. Penyedia Barang/Jasa menyambut baik Ian mengucapkan terima kasih ataskepercayaan yarig telah dberikan.

DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK

t

*h 2016
TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA
KETUA

MENGETAHU1
KEPALA DESA

*/ ; Diisi Nama Desa



- y 12. Contoh Berit? Acara Pembayaran FormPBJD.L

SERITA ACARA PEMBAYARAN
Nomor :

<
Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu

Lima Belas bertempat di t.clah dilaksanakan
pembayaran atas peke^aan antara :
I. Nama :

Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegin1an Desa Kecamatan
Kabupuljcn/Kota . .

Alamat : Jalan Nomn*
Selaryutnya disebut PIHAK PERTAMA

II Nama :
Jabatan : Direktur/Pimpinan/remilik
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

tanggal
I Rupiah).

PIHAK KEDUA^ berdasarkan Surat Perjanjian Nomor :
2016 atas pekerjaan

telah. melaksanakan pekerjaan sesuaipermintaan PIHAK PERTAMA dan telah menerima pembayaranatas pekerjaan tersebut sebesar Rp
' * Rupiah),

Pembayaran tersebut disaksikan oleh , Jabatan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten/Kcta

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermateraicukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK PERTAMA berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :
* 2016 atas pekerjaan telahmembayar kepa^ia PIHAK KEDUA sebesar Rp. '

PIHAK KEDUA
DIREKTUR/ PIMPINAN / PEMILIK

*h 2016
PIHAK PERTAMA

KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA

MENGETAHUI KEPALA DESA

*) : DHsi Nama



13. Contoh Berita Acara Pencrimaan Hasil Pek-rjaan

BERITA ACARA PENERIMAAN 1 I ASTI, PEKERJAAN
Nomor . .

I
I
I
I
I
I

I

Pada han in$. Tanggal .... Bulan Tabun Dua Ribu
Lima Belas bertcmpat di telah dilaksanakan
penerimaan hasil pekerjaan antara :
I.

n

Nama : ...... .!
Jabatan : ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa
, Kabupaten/Kota

Alamat : Jalan Nomor
Selaryutnya dise^ut PIHAK PERTAMA
Nama ;
Jabatan
Alamat

Direktur/Pimpinan / Pemilik

Kecamatan

Selanjutnya disshut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa telah meneritna hasil pekerjaan

süm^i^^ .
ba’k d'ngan

PIHAK KEDUA telah menycrahkan basil pekerjaan«Xma^or:^^ -u^dengan 'surat 'pe^an
cukun^m^nn^-^T ini d?Yat rangk>,p 2 (dua' masing-masmg bermateraisesu£P=ra^”dk^" k dipertanggungjawabkan

PIHAK KEDUA
DIREKTUR/ PIMPINAN /PEMILI K

• *)> 2016
PIHAK PERTAMA

KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA

mengetahui
KEPALA DESA ...

<
*) : Diisi Nama Desa



U '> 14. Contoh Laporan Pelaksanaan Pekeijaan

È TIMPENGELOLA KEGIATAN
DESA ’ KECAMATAN KABUPATEN / KOTA

Jalan * Nomor Telepon

I . y
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Penting
1 (satu) Berkas
Laporan Pelaksanaan Pekerjaan

*), 2016.
Kepada
Yrh. Kepala Desa
di

Berdasarkan Keputusan Kepala Desa
Kecamatan Kabupaten/Kota Nomor

Tahun tentang Pcmbentukan Tim Pengelola Kegiatan
Desa..|;. Kecamatan Kabupaten/Kota

A... Tahun Anggaran 2016, bersama ini Kami laporkan dengan
hormat” bahwa pekerjaan ..... telah selesai
dil^ksanakan pada tanggal 2016.

Adapun dokumen laporan pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana terlampir.

Demildan untuk menjadikan penksa dan guna seperlunya.

HM PENGELOLA KEGIATAN
DESA

KETUA,

*) : Diisi Nama Desa.



15. Contoh Berita Acara Serali Terima Pekeriaan

BERITA ACARA SERAH TERtMA PENYELESAIAN
HASIL PEKERJ AAN

, । s Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
Lima Belas bertempat di telah dilaksanakan serah
terima hasil jekerjaan antara :
I. Nama :

Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota

Alamat : Jalan Nomor ..
Selanjutnya dise^ut PIHAK PERTAMA

II Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan

Kabupaten/Kota
Alamat : Jalan Nomor
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan babw» telah menyerahkan penyelesaian
hasil. pekeijaan dalam keadaan baik kepada
PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA telah menerima penyelesaian hasil pekerjaan
d^lam keadaan baik dan PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) dua diantaranya
bermetcrai cukup .dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk
dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perui idang-undangan yang berlaku.

2016.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

KEPALA DESA KETI A TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA ƒ

i

i



16. Contoh Surat Pesanan<
TIM PENGELOLA KEGIATAN

DESA KECAMATAN KABUPATEN/KOTA
Jalan Nomoi Telepon

Nomor : v.Sifat : Penting
Lampiran : —
Perihal : Pesanan Pengadaan

Barang/Jasa.

*) 2016
Kepada Yth.
1 )irektnr/Pimpinan / Pemilik

di

Sehubungan dengari pelaksanaan kegiatan
Pada pekerjaan
bersama ini Kami bermaksudmemesan dengan rinciansebagai berikut :

: Diisi Nama

TIM PENGELOLA KEGIATAN
F ’ESA KETUA,



17. Contoh Surat Kesanggupan Kerja

2016

Perihal : Kesanggupan Kerja
di

X.

Menanggapr surat Saudar-t tanggal

perihat Pesanan Pengadaan Brrang/Jasa,2016 Nomor :

Direktur/ Pimpinan/Pemilik

*) ; Diisi Nama Kabupaten/ Kota Alamat Penyedia Barang/Jasa

Kcpada
Yth . Ketua Tim Pengelola Kegiatan

Desa

bersama ini kami sampaikan kesanggupan kerja pada pekerjaan

dimaksud.
Adapun harga Barang/Jasa yang kami ajukan adalah

sebesar Rp (

Sebagai bahan pertimbangan untuk pertanggungjawaban
pengadaan barang/jasa, maka Kami lampirkan :
1. Fotocopy Surat Ijin ’Jsaha Perdagangan (SIUP); dan

2. Fotocopy Nomor Pokok Wajih Pajak (NPWP).
Demikian Surat Kesanggupan Kexja ini Kami sampaikan

untuk" menjadikan periksa dan atas ke^asamanya disampaikan
terima kasih.

Nomor
Sifat Penting^
Lampiran . 1 (satu) berkas

.. KOP PENYEDIA BARANG/JASA



| rorm rBuu.K |

18, Contoh Bents Acara. Penenmaari Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat
Pesanan.

BERITA ACARA PENERIMAAN H ASIL PEKERJAAN
Nomor : ...

!
।

I

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu
Lima Belas hasil pekerjaan antara :
I. Nama :

Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiaian Desa Kecamatan
Kabupatcn/Kota

Alamat : Jalan Nomor
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II Nama :
Jabatan : Direirtur/Pimpinan/Pemilik
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa ‘eluh menerima hasil pekerjaan
dalam keadaan baik dan PIHAK KEDUA sesuai denganSurat Pesanan tanggal 2016 Nonmr 2016.

PIHAK KEDUA telah menycrabkan hasi< pekerjaan
dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan Surat Pesanan
tanggal A...* 2016. Nomor : 2016.

Demikian Be^rita Acara ini dibuat rangkap 5 (lima) dua diantaranyabermaterai cukup. dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untukdipertanggungjawabkan sesuai peraturan pemndang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR/PIMPINAN/PEMILIK

2016.
PIHAK PERTAMA

KETUA TIM PENGELOLA KEGIATAN
DESA

MENGETAHUT
KEPALA DESA ...

-è

*) : Diisi Nama Desa



PENJELASAN
i J

ATAS

I. Umum

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cuk^up jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

’PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Peraturan Bupati ini merupakan pengamrarj lebih lanjut untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemenn'ah Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Tata kelola Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDes) periu ditingkatkan agar sesuai dengan prinsip-
prinsip efisien, efektif, transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong-royong
dan akuntabel serta disesuaikan dengan kondisi sosiai budaya masyarakat
setcmpat. Namun demikian, Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang
pembiayaannya; bersumber APBDes belum mempunyai payung hukum yang
jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut, periu adanya pedoman tata cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa sebagai aruan bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka
penyusunan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa diDesa.

Maksud dib^Hakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan
pedoman bagi Pemerintah Desa dalam peiaksanaan" Pengadaan Barang/Jasa di
Desa yang dibiayai dengan dana APBDet Tujuan diberlakukannya Peraturan
Bupati ini adalan agar Pengadaan Barang/ iasa di Desa dilakukan sesuai dengan
tata kelola yang baik dan sesuai dengan pnnsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa
di Desa.

Pasal 10
Besaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan untuk setiap kegiatanPengadaan Barang/Jasa baik vang bernilai diatas Rp50.000.000,00(lima puluh juta sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus iutaldan diatas Rp.200.000.090 (du ratus juta) ditctapkan oleh Kepala

Pasal 11
Cukup Jelas.



Pasal 12
Cukup Jelas. k

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
ayat (1)

Cukup jelas. ।
ayat (2) ?
Huruf b
Spesifikasi teknis Barang/Jasa (apabila dipcrlukan). Contoh:
-Kapasitas mesin ;(cc) dan transmisi {automatic atau manual) untuk kendaraan

roda 2 (dua);
- Kapasitas memoridan kccepatan prosesm (RAM) komputer;
- Band width (kecepatan transfer data) untuu langganan internet;
-Dixnensi, jenis, dqn kualitas ma '■ rial uk' «k tH mbangunan gekmggang olahraga,
-Dan sebagainya.
Pasal 17

Cukup*.Jelas.
Pasal 18

Cukup Jelas.'
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup Jelas.
Pasal 22

Cukup Jelas.
Pasal 23
ayat (1)

Pelaksanaaiy Pengadaan Barang/Jasa diawasi oleh Bupati dan masyarakat
setempat. Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf i,
dapat didelegdsikan kepada Carnat.

ayat (2)
Cukup jelas-

ayat (3) ’
, *

Cukup jelas..
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas^
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

h
i

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMP! ING UTARA NOMOR




